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PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 51/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/8/2025
NOMOR :900.4.7.2/829/DP3A-I/VII1/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan
Antara LPP RRI Samarinda dengan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Yang bertanda tangan dibawah ini

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA

dan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing
sepakat menjalin kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan
kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani
Atas persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tanganidi : Samarinda

Tanggal : 25 Agustus 2025
. inp;P(leerdayaan Perempuan Kepala Lembaga Penylaran Publik
g,apt\Anak Provinsi Kaltim Radlo R¢publik Indonesia
()

Anom Andadari, SE
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FEMEKUNTANI FRUY LS RALUMIAINTAIN TIMTUR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .

JALAN DEWA SARTIKA NOMOR 13 TELP. (0541) 747481, Kepala 204988 Fax 741408 p

SAMARINDA 75117

LEMBAR DISPOSISI

0w / 29

Surat dari R Diterima Tgl.
R) Samarwda 20-08 - 2015
Tgl. Surat No. Agenda
do - 08 - Lo1s
No. Surat - toba /&1~ Std / PPS -0l -0} Kode Indek:
/8 [0 Uvp
Perihal Diteruskan Kepada :
o 1. Sekretaris
U V‘Aaﬂgan YQ“OY‘SO'\OUQOV own ‘2(("3 ““\')\0\1 0 2. Kepala Bidang PP & PKA
- o 3. Kepala Bidang PHA & KK
\Ye(oa Soma b{Kepala Bidang KHP
o 5. Kepala Bidang PPKB
o 6. Kepala UPTD PPA
0 7. Kasubbag/kasi.......cceeervereereeres
SAMANINGE, oevvveeeereeeeeereeseennes O 8.588 it
Diterima Oleh :

Disposisi :

O 1. Untuk diketahui/dimaklumi dan dipergunakan seperlunya
D 2. untuk dipedomani dan diperhatikan

O 3. Copy dan edarkan kepada Bidang-Bidang dan Bagian TU

O 4. Koordinasikan/Kosultasikan dgn Bidang-bidang yang terkait
0 S. Selesaikan sesuai dengan maksud surat ini

0 6. Untuk dimonitor/ditindaklanjuti

D 7. Hadiri/tugaskan staf

0O 8. Saran/Pertimbangan (Telaah Staf) Saudara

L{ Catatan Lain : Mv\&wb&/\ V) o WA

BMAMMIAD, ..o leiinmciiiisiinrinetos
Kepala Dinas,

L\/%/*{V<

............................

Tanda tangan terima,

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Anom Andadari,SE
NIP. 19671119 1994

Catatan : Undangan berlaku untuk maksimal 3 (tiga) orang

RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
JI. M, Yamin No. 8 Samarinda, Kalimantan Timur
Nomor Telp. (0541) 7087077 fax. (0541) 741693 Email :

Dokumen inl telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikas| Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BS

rrisamarin
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INDONESIA
Nomor : B- 1062/RRI-Smd/PPS.01.02/08/2025 Samarinda, 20 Agustus 2025
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Yth. (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan akan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Siaran
antara RRI Samarinda dengan beberapa Lembaga / Dinas Instansi bersama ini kami, kami
mengundang Bapak / Ibu pimpinan yang terlampir dalam surat undangan ini untuk berkenan

dapat hadir di acara perpanjangan dan penandatangan MOU pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Pukul : 08.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Studio Sikarut RRI Samarinda

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sdr Darna No HP (0852-5593-3695).
Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini

kami ucapkan terima kasih .

Kepala RRI Samarinda

Anom Andadari,SE
NIP. 19671119 199403 2 004

Catatan : Undangan berlaku untuk maksimal 3 (tiga) orang

RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
JI. M. Yamin No. 8 Samarinda, Kalimantan Timur
Nomor Telb. (0541) 7087077 fax. (0541) 741693 Email : rrisamarinda@amail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran : Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Nomor : B- 1062/RR1-Smd/PPS.01.02/08/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025
Kepada Yth :

1.

A

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim
Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

Direktur Rumah Sakit Samarinda Medical Citra

Ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL)

Ketua Forum Pemuda Kreatif Disabilitas Kaltim (FPDK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

SOSIALISAS| PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

MELALUI RRI SAMARINDA DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 51/RRI-Smd/KJM.02.04/8/2025
NOMOR : 900.4.7.2/828/DP3A-I/VIIIf2025

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (25-08-20025) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anom Andadari, SE
Jabatan . Kepala RRI Samarinda
Alamat > JLM.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk
dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur
Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT

Jabatan . Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat . JI. Dewi Sartika No. 13 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk
dan atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan

secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Kota
Samarinda tentang Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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Anak Melalui RRI Samarinda di Wilayah Kalimantan Timur dengan Nomor : 51/RRI-
Smd/KJM.02.04/8/2025 dan Nomor : 900.4.7.2/828/DP3A-I/VIII/2025 , selanjutnya

disebut “Perjanjian Kerja Sama”.

b. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk menambahkan beberapa kegiatan kerja
sama antara lain penyiaran informasi tentang Sosialisasi Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui RRI Samarinda, serta melakukan
perpanjangan jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama; dan

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK
dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian
Kerjasama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai sarana dalam memberikan informasi
dan edukasi kepada masyarakat maupun pendengar mengenai program-program yang
dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur baik mengenai program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak maupun program-program lainnya terkait Penanggulangan Kemiskinan di RRI
Samarinda di Wilayah Kalimantan Timur melalui Siaran Program 1 di Acara Indonesia

Bisa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:

a. Penyebarluasan informasi terkait sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak melalui RRI Samarinda di wilayah Kalimantan Timur ;

b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di saluran radio milik PIHAK PERTAMA dan/atau

saluran radio yang terafiliasi dengan PIHAK PERTAMA;
c. Wawancara khusus secara langsung melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang

disepakati bersama; dan
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
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a. Mendapatkan informasi publik dan informasi terkait sosialisasi program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari PIHAK KEDUA,

b. Meminta narasumber/ahli di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak untuk diwawancarai langsung maupun melalui telepon; dan

c. Mendapatkan pemahaman dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

a. memberikan alokasi waktu kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan informasi
publik terkait sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melalui saluran radio PIHAK PERTAMA dengan jadwal penyiaran yang telah
disepakati yaitu pada program acara “Indonesia Bisa“ di hari Selasa Minggu ke 4
(empat) pukul 11.00 — 12.00 Wita.

b. Menyiarkan informasi publik terkait sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yang diberikan oleh PIHAK KEDUA,;

c. Tidak menambahkan unsur komersial pada informasi dan edukasi di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA,;

d. Menyebut atribusi PIHAK KEDUA atas setiap informasi yang disediakan oleh PIHAK
KEDUA yang disiarkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. Mengisi acara di saluran radio PIHAK PERTAMA untuk memberikan informasi publik
di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai jadwal yang
telah disepakati PARA PIHAK;

b. Meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk menyiarkan informasi dan sosialisasi di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disiarkan oleh
PIHAK PERTAMA; dan

c. Mendapatkan pencantuman atribusi untuk setiap informasi dan dan edukasi di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disiarkan oleh PIHAK
PERTAMA; dan

d. Mendapatkan pemahaman mengenai tata cara teknis siaran dari PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kepada PIHAK PERTAMA;

b. menyediakan narasumber/ahli dibidang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk melakukan wawancara khusus secara langsung (Live
Interview) sesuai jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan

c. memberikan pemahaman dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kepada PIHAK PERTAMA.
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Pasal 4
MEKANISME PELAKSANAAN

(1) Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan
standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-
wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

(3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya, perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan
konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada
anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK
sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang —undangan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadan-keadaan diluar kekuasaan salah
satu PIHAK atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat
melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini yaitu :

a. Gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar. Banjir besar, tamah
longsor, tsunami dan wabah penyakit ; dan

b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain
yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.

(2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK
yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu
juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang
berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
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(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force
Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK LAIN.

Pasal 8
ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan
ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen.

(2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan
keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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